
WALINOTA I(OTAII'OBAGU
PROIII$SI ST'LAWESI UTARA

PTNATURAIT WALII(OTA XOTAUOBAGU
IIOUOR 4*TAIIUI{ 2016

TEIVTAIYG

KEDUDUKAII, SUSUITAN ORGANTSASI, ?UGAS DAN FUIIGSI SERTA
TATA IITRJA DIITAS I(EIAIIAITAIT PAITGAN TIPE B

DE,ITGAII RAII }S TUIIAIT YA}IG T.AIIA ESA

WALTKOTA KCTTATf,OBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mendukung efekti{itas,

efisiensi serta optimalnya penyelenggaraan tugas

pemerintahan dan pembangunaD, maka perlu

menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan

fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B;

bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi

serta tata kerja perangkat daerah merupakan tindak

lanjut ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota

Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2AL6;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk

Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi serta tata Dinas Ketahanan

Pangan Tipe B;

Undang-Undang Nomor + Tahun 2AA7 tentang

Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi

Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT

Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik

Mengingat : 1,

Indonesia Nomor +68Ah

2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2077, tentang
(q

b.

C.



Pembentukan Peraturan Perandang-Undangan

llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 523a1;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O1"+, tentang Aparatut

Sipil Negara l|embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2AL4 Nomor 6, Tambahan trmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494|'',

+. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O1+ tentartg

Pemenntahan Daerah ll,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun zAH Nomor 244, Tasrbahan lembaran

Negara Repubtik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana

telah diubah beberapa kad.i teruL<hir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2A75 Entang Perubahan Xedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2QL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahart Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2AL4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O1+ Nomor 292, Tambahan l*mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56O1);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Talrun 2ALO tentang Perangkat Daerah (tembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.O10/8/2016 Tahun 2016 tentang

Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan

Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan

Kabupatenl}{lota.

9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun

5.

6.

7.

Perangkat
(r\

2016 tentang Pembentukan dan Susunan

a



Daerub Xota Kotamobagu lLembaran Daerah Kota

Kotamobagu Tahun 2D76 Nomor 8, Tambahan )'embaran

Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133I;

UTUUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KEzuA DINAS KETAHANAN PANGAN TIPE B

BAB I
I{ETEITITUAIY UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimal<sud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan dewan peru,akilan ralryat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan pnnsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagar unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Kotamob4gu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada-tah lembaga perwakilan rakyat

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yxry selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan

Penrrakilan Ralqyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.

8. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan. ql

.t
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9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota

Kotamobagu yang melaksanakal urusa.n pemerintahan di bidang

pangan.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

seca-ra tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki

jabatan pemerintahaa.

11. Uraiaa Tugas dan Fungsi ada-lah sekumpulan tugas dan fungsi dalam

penyelenggaraal organisasi yang harus dilaksanakan.

12. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib

dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan,

keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan

tugas jabatannya, melalui kesesuaian pendidikan dan atau pelatihan

dengan tugas jabatan yang diampunya.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkal pada

keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil

yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya

dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi.

BAB II
XEDUDUIIAN DAIT SUSUNAIT ORGAITISASI

Pasal 2

(1) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

(2) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Tipe B sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :

l) Kepala Sub Bagian Umum

2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

c. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Palgan, membawa-hi 2

(dua) Seksi terdiri dari: q



1| l{epa}a Seksi Ketersediaant dan Sumber DayaPangatt

2| Kepad.a Seksi Xerawanan Pangan

d. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi 2 (dua)

Seksi terdiri dari :

1| I{epala Seksi Distribusi danHargaPangan

2| X.epala Seksi Cadangan Pangan

e. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi 2 (dua)

Seksi terdiri dari :

1| Kepala Seksi Konsumsi Pangan

2l Kepada Seksi Keamanan Pangan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

(3) Bagan strul<tur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Tipe B sebagaimana

dimaksud pada ayat l2l tercantum ddam Tampban yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dan Peraturan W ad.ikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGI DINAS

Bqgian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 3

(1| Kepata Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Walikota

untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yarg menjadi kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang partgan.

(2| Untuk melaksanakan tugas sebagarmana dimaksud pada ayat (11

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan PmBm,
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan,

kerawanan pangan, distribusi pangart, cadangan pangan,

penganekaragaman kon su m si dan ke aman an p an gan ;

c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang

ketersediaan pangan, kerawanan pangarl, distribusi parlgan, cadangan

partgan, penganekaragaman konsumsi dan kea;oaanart parrgan; ql



d. peningl<atan l<:ualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan

pafigan, kerawanan pangan, distribusi PffiSm, cadangan pangafl,

penganekaragaman konsumsi d.an keamanan pangan;

e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di

btdang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,

cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan

pangan;

f. pelaksaanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan

a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang

tugas dan fungsi.

Baglaa Kedua
Sekretads

Pasal 4

(1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan

ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas,

penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perenc€u1aan dan

keuangan.

{21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Ql,

Sekretaris menyelenggtrrakan fungsi :

a. koordinasi pen5rusunan rencana, prograrrr, anggaran dan pelaporan di

bidang ketahanan pangan;

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yafig meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah targaan, keqja

sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

c. pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi;

c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidangtugas

dan fungsi. EAI



*axagraf I
Sub Baglan Umurm

Pasal 5

(1| Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi darr

pen5nrsunan organis,asi, lata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan

kepegawaian, penJrusunan rancangan peraturan perundang-undangan,

dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta

urusan tata usaha.

{2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. melakukan pelaksanaan urusan keuangan;

b. melakukan urusan akutansi, verifikasi keuangan;

c. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara

bukan pqiak dan pelaporan keuangan;

d. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;

e. melakukan penyusunan laporan keuangan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;

g. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

h. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;

i. melakukan urusan kepgauratan;
j. melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;

k. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan

pengelolaan informasi publik;

l. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan

retensi serta pemusnahan arsip; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Paragraf 2
Sub Bagiaa Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 6

(1| Sub Bagran Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penlrusunan rencana, program, dan anggaran serta
pemantattarl, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Dinas Ketahanan Pangan.. h



l2l DaJam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat l1), Sub

Bagtan Perencanaan dan Dva)uasi menyelenggarakan fungsi ;

a. melakukan penyusunan rencana, program dan kegratan;

b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan

program dan pelaporun;

c. melakukan penyusunan anggaran;

d. melakukan monitonng dan evaluasi serta taporan kegiatan;

e. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasit pemeriksaan;

f. melalntkan pengelolaan data dankeqa sama; dan

g. melaksanakan tugas Tatn yang dibenkan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Bagian Ketiga
Bidang Ketersediaan de'. Kerawaraa Palgan

Pasal 7
(1| Bidang Ketersediaan dan Kerawanan kngan mempunyai tugas

melaksanakan penJ'rusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian

pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan

kerawanan pangan.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1|, Bidang

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

a, penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan

kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan,

dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

b. penyiapan pen)rusunan bahan rumusan kebliakan daerah di bidang

ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi

penyediaan infrastruktur p€mgan, dan sumber daya pendukung

ketahanan pangan lainnya;

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan

kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pmgm,
dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan,

penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan

infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan

lainnya; (111



e. prnyiapan pxmarttapan progralr; di bidang ketersediaan, penanganan

kerawanan pangafl dan koordinasi penyediaan intrastruktur pangan,

dan sumber daya pendukung ketahanarr pangan tarnnya;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang

ketersediaan, penanga:nan kerawanan pffiugan dan koordinasi

penyediaan intrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung

ketahanan pangan lainnya;

g. pelaksanaan tuas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Paragraf 1

Seksi Ketersediaaa dan Sua.ber Daya Paagan

Pasal 8

{1) Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan mempunyai tugas

melakukan penyiapan koordinasi, pengkqfian, penJrusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemantapan, pemberian pendampingan,

pernantauan, dan evaluasi serta penyediaan infrastruktur pangan dan

sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya dalam peningkatan

ketersediaan dan sumber daya pangan.

(21 Dalan melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (11, Seksi

Kete rsed i aaa dan Su mber D aya Pangan me nye le n gga-r.akan fu ngsi :

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan

dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan pendukung

ketahanan pangan lainnya;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam

rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional {HBKN};

c. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan

dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung

ketahanan pangan lainnya;

d. melakukan penyrapan bahan pen;rusunan rencana dan pelaksanaan

kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur

pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

e. melakukan penyiapxt data dan informasi untuk penyusunan Neraca

Bahan Makanan {NBM);

f. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola

Pangan Harapan (PPHI ketersediaan pangan; q^



g. melakukan penyiapan bahan pengembartgan jaringan informasi

ketersediaan pangan;

h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan

pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya

pendukung ketah anan pangan latnnya;

i. melakukan penyapan bahan pemantat)art, eva)uasr, supervisi dan

pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan

infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan

latnnya; dan

j. melaksanakan tugas Tatn yang dibenkan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Paregref 2
Seki Ileraralal Paagan

Pasal 9

(1| Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan

koordinasi, pengk4iian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi

di bidang penanganan kerawanan pangan.

(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (lf , Seksi Seksi

Kerawanan Pangan menyelenggaral<an fungsi :

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan

pangan;

b. melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;

c. melakukan penylapan bahan penyusun€rn rencana dan pelaksanzan

kegiatan penanganan kerawanan pangan;

d. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;

e. melakukan penyiapan bahan pen5rusunan dan analisis sistem

kewaspadaarl parrgarl dan gfui;

f. melakukan penyrapart data dan informasi kerentanan dan ketahanan

pangan;

g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan

pangan;

h. melakukan penJnapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan

i. melaksanakan tugas larn yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang

tugas dan fungsi. h



Bagiaa }fetiga
Bldeng Distrlbust den Cadangan Pangan

Pasat 1()

(lf Bidang Distnbusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakarl

penJrusunan dan pelaksanaan kebiiakart, pemberian pandampingan serta

pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

(2| Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (lf , Bidang

Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pmgm, harga

pangan, dan cadangan pangan;

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang

distribusi pangan, harga pangafi., dan cadangan pangafl;

c. penylapan pelaksanaan kebliakan di bidang distribusi pangan, harga

pangan, dan cadangan pangan;

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi
pangan, ll.arga pzlngan, dan cadangirn pangirn;

e. penJnapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga

pmgm, dan cadangan pangan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang

distribusi pangan, ll'arga pangarl, dan cadangan pangan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang

tugas dan fungsi.

Paragraf I
Sekst Dlstrlbusl dan Harga Pangan

Pasal 11

[1) Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas melakukan

penyiapan koordinasi, pengkajian, penJrusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan,

dan evaluasi di bidang distribusi dan harga pangan.

[2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud ayat {1) Seksi Distribusi

dan Harga Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga

pangan;

b. melakukan pen5napan bahan analisis di bidang distribusi dan harga

pangan; h



c. rrelalrukart pnyiapan bahart penlrusunan rencana dan pelaksanaan

keg1atan di bidang distribu si dan barga pafigan ;

d. melakukan penyiapan data dan informasi rantar pasok dan jaringan

distribusi pangan;

e. melakukan penytapil) pengembangan kelembagaan distribusi pilrgan

untuk mening!<atkan akses masyarakat terhadap pangan;

f. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga

pangan;

g. melakukan penyiapan bahan penyusun an prognosa neraca piltgart;
h. melakukan penytapan pengumpulan data harga pangan di ting!<at

produsen dan konsumen untuk panel harga;

i. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan

harga pangan;

j. melakukan penyrapan bahan pemantat)an, evaTuasi dan pelaporan

kegiatan di bidang distnbusi dan harga pangan; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Paragraf 2
Se&st Cadangan Pangaa

Pasd 12

{1) seksi cadangan Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan

koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebljakan,
pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi

di bidang cadangaa paurlgtrt.

{2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) Seksi

Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;

c. melakukan penyrapan bahan penJnrsunan rencana dan pelaksanaan

kebijakan di bidang cadangan pangan;

d. melakukan penylapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran

cadangan parLgaul (pangan pokok dan pangan pokok lokatf Pemerintah

Kota Kotamob2gu;

e, melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Kota

Kotamobagu; fu



f. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidartg cadangan

pangan;

g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang cadangan pangan; dan

h. melaksartakan tugas Tatn yang dibenkan Ptmpinan sesuai bidartg tugas

dan fungsi.

Bagiao, Keempat
Btdaag Konsumsi dan Keananan Pangan

Paral 13

[1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian

bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.

{2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Bidang

Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan,

penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan parlgan;

b. penyiapan pen5rusunan bahan rumusan kebiiakan daerah di bidang

konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan

keamanan pangan;

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan,

penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi
pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangaa,

penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang

konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan

keamar:rar:- pangan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Paragraf 1

SeLsi Koasumsi Pangan

Pasal 14

[1) seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan

koordinasi, pengka,yian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

h



Wmantapan, serta pembrinan pendampingan, pemantat)att, dan evaluasi

di bidang konsumsi pangan.

(2| Dalam melakukan tugas sebagarmana dimaksud pada ayat (1I, Seksi

Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. mela)nskan penytapan bahan koordinasi di bidang konsumsi puigul
dan promosi penganekaragaman konsu msi pangan dan pengembangan

pangan lokal;

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan dan
promosi penganekatagaman konsumsi pangur dart pengembangan

pangan lokal;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan

kegiatan di bidang konsumsi pangan dan penyiapan bahan promosi

konsumsi pangan yang Berugam, Berytrzi Seimbang dan Aman {B2SA}

berbasis sumber daya lokd;
d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per

komoditas per kapita per tahun;

e. melakukan penytapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan

protein masyarakat per kapita per tahun;
f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk

ketahanan pangan keluarga;

g. melakukan penfiapalr)bahan penJrusunan peta pola konsumsi pangan;

h. melakukan penyrapan bahan pendampingan di bidang konsumsi
pangan;

i. melakukan penyiapan baban pelaksanaan geraJ<an konsumsi pangan

non beras dan non terigu;

j. melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah,

swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman

konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

k. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok lakal;
1. menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi

penganekaragaman konsumsi pangan ;

m. melakukan penylapan bahan pendampingan dalam rangka promosi

penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

n. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang konsumsi pangan dan promosi penganekaragaman

konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan q\



t1)

o. melaksanakan tugas latn yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Paragraf 2
Setsi Keananan Pangan

Pasal 15

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan

koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pemantapan, serta pe mberian pendampingan, pemantau an, datt evaluasi

di bidang keamanan pangan.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Seksi Seksi

Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan

keamanan par)gan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan

informasi keamanan pangan;

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan

pzngzrn, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi

keamanan pangan;

c. melakukan penyiapan bahan penJrusunan rencana dan pelaksanaan

kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan

keamanan panga,n, dan kerja sama dan informasi keamarran pangan;

d. melakukan penyrapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar

yang beredar;

e. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan

pangan segar;

f. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah {JKpD);
g. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi

keamanan pangan;

h. melakukan penylapan bahan pendampingan di bidang kelembagaarl

keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan

informasi keamanan pangan;

i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan

keamanan pangan, dan kerja sarna dan informasi keamanan pangan;

dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi. q,

12l'
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BAB W
TATA I(ER.'A

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi dalafi perangl<at daerah

bertanggungiav*ab kepada atas,annya secara berjenjang sesuai bidang

tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas setrap pimpinan unit organisasi dan

kelompok terraga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronis,asi baik dalam lingkungan masing-masing maupun

antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu serta

dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kota Kotamobagu sesuai dengan

tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengalrasi bawahannya masing-

masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah

yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin darr

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(51 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertangung jawab kepada atasan masing-masing dan

menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagar bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada

bawahan.

Dalam penyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan

laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di

bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan

masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. ql

(1|

(2t
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BABV
JABATAN PERAITGKAT DAERAII

(11

(21

{3}

Pasn.| 17

Kepala Dinas merupakan jabatan struktural
pimpinan tinggi pratama.

Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktura)

administrator

Kepala Bidang merupakan jabatan struktural
administrator.

eselon IIb atau jabatan

eseJon lIIa atau jabatan

eselon IIIb atau jabatan

t1)

12\

(41 Kepala Sub Bagran dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural
eselon [Va atau jabatan p€nga\ras.

Pasal 18

Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pada perangkat

daerah terdapat jabatan pelaksan a dan jabatan fungsional

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan

beban kerja dari setrap fungsi penyelengga-raan. urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.

BAB VI
KETTNTUAIT PEIWTUP

Pasd 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor

16 Tahun 2OO8 tentang Uraian Tugas Dinas-Dinas Daerah Daerah Kota

Kotamobagu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wdikota Nomor 11

Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Walikota Nomor 16

Tahun 2OOB tentang Uraian Tugas Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 9\
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Pasat 20

Peraturan lilalikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setrap oraflg mengetahuinya, memerrntahkan pengundangan Peraturarr

lValikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobqgu /
pada tanggal zr_r[oy_euLe I __?Ft6

6ITALIKOTA KOTA.DIOBAGU, I

Diundangkan di Kotanrobagu

199311 1 001

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR 41



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN TIPE B

I. UMUM

Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkaa pada konsepsi

pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala

daerah (strategic apex), sekretaris daerah (middle line), dinas daerah

(operating arel, badan/fungsi penunjang (teclutostructurel, dan staf

pendukung (supporting stafi. Fungsi penunjang (technostructttr) yang

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam

melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari

unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjaag. Unsur staf diwadahi

dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan

pemerintah yang diserahkan kepala daerah diwadahi dalam dinas daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjalg urusan pemerintah daerah diwadahi

dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi

pembinaan dan pengawasar penyelenggaraan pemerintahan daeralt

diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada daerah Kabupaten/Kota

dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerai yang bersifat kewilayahan

untuk melakanakan fungsi koordinasi kewilayahaa dan pelayanan tertentu

yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Inspektur Daerah bertanggung jawab Kepada Walikota melalui Sekretaris

Daera-h. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungiawaban tersebut

hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran

adminitrasi atas pertanggungiawaban yang

Daerah.

disampaikal kepada Kepala

eu



IIa)- PASS,LDEHII PASAL

Pasa& 1

Cukup jehs

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukap Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Culrup Jelas

Pasd 7

Cukup jetas

Pasal 8

Cukap jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas
UtA



Pasal l8
Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas
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Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

Peraturan Walikota Kotamobagu
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Kedudukan, SuEunan Organisasi, T\rgas dan Furngsi Serta Tata Kerja
Dinas Ketahanan Pangan fipe B
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